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Segmentasi dan Targeting Petani sebagai Basis 

Perumusan Kebijakan Pertanian di Indonesia 

_ 

 
Isu Kunci 

Policy Brief ini memuat poin-poin penting sebagai berikut: 
1) Kebijakan pertanian yang seragam mengabaikan keragaman karakteristik petani dan menghasilkan 

efektitas program yang rendah. 

2) Petani Indonesia sangat heterogen dari sisi sosial, ekonomi, kelembagaan, geografis, dan perilaku. 

3) Studi empiris di Indonesia menunjukkan bahwa adopsi teknologi dan partisipasi program pertanian 

bervariasi antar segmen petani, menegaskan perlunya kebijakan berbasis tipologi. 

4) Segmentasi dan targeting petani perlu dijadikan dasar dalam mendesain kebijakan pertanian yang 

lebih responsif, efisien, dan inklusif. 

 

Ringkasan 

Seperti di negara lainnya, petani Indonesia sangat heterogen, baik dari sisi aset produksi, akses teknologi, 

tujuan usahatani, preferensi perilaku, jejaring kelembagaan, maupun pengetahuan dan keterampilan. Namun, 

kebijakan pertanian di Indonesia masih banyak yang dirancang secara seragam (one size fits all). Akibatnya, 

banyak program tidak tepat sasaran, kurang dimanfaatkan, atau gagal menciptakan dampak yang diharapkan. 

Studi empiris di Indonesia menunjukkan adanya hubungan erat antara keputusan adopsi dengan segmen unik 

petani, misalnya pada konteks tanaman hortikultura bernilai tinggi, teknologi peternakan, dan kemitraan tebu. 

Temuan ini menegaskan pentingnya menyesuaikan intervensi kebijakan nonharga dengan tipologi dan 

kebutuhan spesifik petani. Segmentasi, yang mengelompokkan petani berdasarkan karakteristik serupa, 

menawarkan kerangka untuk merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran (targeted). Kerangka ini, lazim 

digunakan dalam studi konsumen, kini relevan pula bagi kebijakan pertanian. Policy brief ini mengusulkan 

kebijakan pertanian berbasis segmentasi (tipologi) dan targeting untuk meningkatkan efektivitas, keadilan, 

dan inklusivitas intervensi.  

Kata kunci: farm typology, ketahanan pangan, nonprice policy, SDG 2, segmentasi petani 
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Pendahuluan 

Petani kecil memegang peran strategis 

dalam sistem pangan nasional dan global. Mereka 

tidak hanya menyumbang porsi besar produksi 

pangan dan menjaga keberlanjutan ekonomi 

pedesaan, tetapi juga menjadi garda depan dalam 

ketahanan pangan dan penyediaan jasa ekosistem 

(Wiggins et al. 2010; Fan dan Rue 2020). Pada saat 

yang sama, petani kecil merupakan kelompok yang 

paling rentan terhadap perubahan iklim, volatilitas 

pasar, transformasi pasar, dan alih fungsi lahan 

(Woodhill et al. 2022; Dhillon dan Moncur 2023). 

Fragmentasi kepemilikan lahan, dominasi pasar 

oleh pelaku besar, serta keterbatasan akses modal 

dan teknologi semakin memperlemah posisi 

mereka (Lowder et al. 2025). Tren terbaru 

menunjukkan bahwa tantangan struktural ini 

semakin kompleks. Rata-rata ukuran lahan 

usahatani di banyak negara berkembang terus 

menurun, tanpa disertai konsolidasi lahan 

sebagaimana biasanya terjadi dalam proses 

transformasi ekonomi (Lowder et al. 2025). 

Sebagian besar petani kecil juga cenderung 

pluriactive untuk menopang penghidupan mereka. 

Dalam konteks ini, literatur terbaru menegaskan 

bahwa kerangka tipologi petani menjadi instrumen 

penting untuk menjembatani pemahaman tentang 

heterogenitas sistem usahatani dengan perumusan 

kebijakan (Graskemper et al. 2021; Huber et al. 

2024). Tipologi membantu mengidentifikasi 

kelompok sasaran spesifik, meningkatkan 

efektivitas dan efisiensi intervensi, serta 

memperkuat legitimasi dan keadilan kebijakan 

pertanian (Ruben dan Pender 2004; Huber et al. 

2024). Semua ini menegaskan bahwa pendekatan 

kebijakan generik semakin tidak memadai untuk 

menjawab keragaman petani, dan dibutuhkan 

desain kebijakan yang lebih presisi dan adaptif. 

Dalam membicarakan arah kebijakan yang 

lebih presisi, penting juga untuk membedakan 

antara kebijakan harga dan nonharga. Kebijakan 

harga pada dasarnya harus tetap berbasis pasar dan 

hanya akan efektif bila bersifat targeted serta 

melengkapi, bukan menggantikan, mekanisme 

pasar (Rausser 1992; Timmer 2002). Berdasarkan 

hal tersebut, policy brief ini focus pada kebijakan 

nonharga seperti kebijakan sertifikasi organik, 

perbaikan saluran irigasi, penguatan kelembagaan, 

yang lebih membutuhkan kerangka segmentasi dan 

targeting agar intervensi benar-benar sesuai 

dengan tipologi dan kebutuhan petani yang 

beragam. 

Memahami Keragaman Petani 

Indonesia  

Segmentasi merupakan konsep penting 

yang pada awalnya digunakan dalam studi 

konsumen dan pemasaran untuk memahami 

keragaman konsumen dan merancang strategi yang 

lebih tepat sasaran. Secara konsep, segmentasi 

adalah proses membagi pasar yang luas dan 

heterogen ke dalam kelompok-kelompok yang lebih 

kecil dan homogen berdasarkan karakteristik 

tertentu seperti kebutuhan, perilaku, demografi, 

atau lokasi geografis, dengan tujuan untuk 

memahami dan melayani kelompok tersebut secara 

lebih efektif (Kotler dan Keller 2021). Secara ringkas, 

konsep segmentasi digunakan untuk membagi 

populasi yang luas ke dalam kelompok lebih kecil 

dengan karakteristik serupa agar intervensi lebih 

efektif (Kotler dan Keller 2021). Di lain pihak, 

targeting adalah proses mengevaluasi daya tarik 

dari setiap segmen pasar yang telah diidentifikasi 

dan kemudian memilih satu atau lebih segmen 

untuk dijadikan fokus strategi pemasaran atau 

intervensi kebijakan (Kotler dan Keller 2021). Dalam 

perkembangannya, kedua konsep ini diadopsi 

dalam kebijakan publik, termasuk pertanian, dan 

terbukti meningkatkan efektivitas intervensi 

dengan cara menyesuaikan kebijakan pada 

kelompok sasaran tertentu (Ruben dan Pender 

2004; Huber et al. 2024).  

Dalam pertanian, segmentasi petani 

menjadi instrumen krusial karena mampu 

merangkum heterogenitas mereka dan sistem 

usahataninya dalam kategori yang lebih mudah 

dipahami. Huber et al. (2024) menekankan bahwa 

tipologi petani dapat menjadi kerangka penting 

untuk menjembatani pemahaman tentang 
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heterogenitas petani dengan kebutuhan 

perumusan kebijakan, sehingga meningkatkan 

efektivitas, efisiensi, dan legitimasi kebijakan 

pertanian. 

Kerangka konseptual ini sangat relevan di 

Indonesia, di mana petani bukanlah kelompok yang 

homogen. Perbedaan tampak dari skala lahan, jenis 

komoditas, akses terhadap pasar, teknologi, dan 

modal, hingga nilai-nilai dan perilaku mereka dalam 

mengelola usaha tani. Sebagian petani beroperasi 

secara individual, sementara sebagian lain aktif 

dalam kelompok tani atau koperasi. Dari sisi 

perilaku, ada petani yang cepat mengadopsi inovasi 

dan terbuka pada risiko, tetapi ada pula yang lebih 

berhati-hati dan mengandalkan praktik tradisional.  

Sejumlah studi empiris di Indonesia juga 

membuktikan bahwa pola adopsi teknologi maupun 

partisipasi dalam program pertanian sangat 

bervariasi antar segmen petani, sehingga semakin 

menegaskan perlunya kebijakan pertanian berbasis 

tipologi. Misalnya, adopsi tanaman hortikultura 

bernilai tinggi berbeda antar segmen petani 

berdasarkan perilaku adopsi mereka (Suprehatin 

2016). Dalam kemitraan tebu, petani terbagi dalam 

empat segmen dengan karakteristik demografi dan 

intensitas budidaya yang berbeda (Hakim et al. 

2024). Dalam peternakan sapi perah, keterlibatan 

dalam koperasi yang memberikan akses terhadap 

informasi teknologi, pelatihan, dan input menjadi 

penentu utama dalam adopsi teknologi (Akzar et al. 

2023). Untuk memperkuat presisi kebijakan 

pertanian, berbagai pendekatan kuantitatif juga 

mulai dikembangkan. Pendekatan berbasis data, 

termasuk unsupervised machine learning yang 

digunakan untuk membangun tipologi petani di 

Eropa (Graskemper et al. 2021), berpotensi 

diadaptasi di Indonesia dengan memanfaatkan data 

sensus pertanian dan infrastruktur digital.  

Temuan studi-studi tersebut menunjukkan 

bahwa kebijakan pertanian berbasis targeting yang 

mengacu pada segmentasi (tipologi) sangat 

penting. Segmentasi terbukti meningkatkan presisi 

dan efektivitas intervensi (Dessart et al. 2019; 

Huber et al. 2024). Relevansi pendekatan ini 

semakin kuat apabila dikaitkan dengan Sustainable 

Development Goal (SDG) 2 (Zero Hunger) yang 

menekankan peningkatan ketahanan pangan dan 

gizi, serta Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 yang 

memprioritaskan strategi pengembangan pertanian 

melalui peningkatan produktivitas, akses 

pembiayaan, adaptasi iklim, regenerasi petani, dan 

penguatan kelembagaan. Untuk mewujudkan 

agenda tersebut, penggunaan pendekatan 

segmentasi dan targeting kebijakan pertanian 

menjadi krusial karena memungkinkan intervensi 

disesuaikan dengan kapasitas, kebutuhan, dan 

orientasi masing-masing kelompok petani. 

Sebaliknya, kebijakan pertanian yang 

seragam justru sering menghasilkan alokasi sumber 

daya yang tidak efisien. Contoh nyata adalah 

program Kartu Tani yang awalnya dirancang untuk 

menyalurkan pupuk bersubsidi secara lebih 

transparan dan tepat sasaran melalui mekanisme 

digital. Pada praktiknya, pendekatan seragam ini 

menimbulkan banyak kendala seperti petani kecil 

sering tidak terdaftar dalam sistem, keterbatasan 

infrastruktur digital di desa menghambat akses, dan 

kebutuhan pupuk antar segmen petani tidak 

diakomodasi. Dengan segmentasi dan targeting, 

intervensi dapat diarahkan lebih presisi misalnya 

petani subsisten difokuskan pada dukungan akses 

input dan teknologi adaptif, sementara petani 

komersial diarahkan pada integrasi rantai nilai, 

akses pasar, dan digitalisasi. Dengan demikian, 

kebijakan pertanian bukan hanya lebih efektif dan 

adil, tetapi juga sejalan dengan strategi dalam 

RPJMN 2025–2029 serta berkontribusi langsung 

pada pencapaian SDG 2, yaitu mengakhiri 

kelaparan, meningkatkan ketahanan pangan, dan 

mendorong pertanian berkelanjutan. 

 

Rekomendasi 

Kebijakan pertanian di Indonesia perlu 

meninggalkan pendekatan seragam karena 

keragaman petani menuntut intervensi yang lebih 

presisi. Oleh karena itu, terdapat lima rekomendasi 
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utama. Pertama, pemerintah perlu membangun 

sistem segmentasi dan targeting petani nasional 

yang berbasis data terpadu dan multidimensi. 

Upaya ini dapat dilakukan melalui integrasi data 

sensus pertanian, data survei panel petani, dan data 

spasial, yang didukung oleh pemanfaatan teknologi 

digital dan analisis kuantitatif (termasuk machine 

learning) untuk menghasilkan klasifikasi petani yang 

lebih akurat. Segmentasi dan targeting ini harus 

mencakup berbagai dimensi, meliputi aspek 

struktural (skala usaha, komoditas), sosial-ekonomi 

(pendidikan, usia, pendapatan), kelembagaan 

(akses kelompok tani/koperasi), perilaku (adopsi 

inovasi, preferensi risiko), geografis, serta 

kebutuhan spesifik petani (petani yang kesulitan 

mengakses pasar atau petani dengan produktivitas 

rendah). Hal ini memungkinkan intervensi yang 

lebih presisi, adil, dan relevan dengan konteks. 

Kedua, integrasi segmentasi dan targeting 

dalam siklus kebijakan pertanian (Gambar 1). Dalam 

arti, tipologi tidak hanya berguna untuk formulasi 

kebijakan, tetapi juga harus diterapkan dalam 

implementasi dan evaluasi. Evaluasi berbasis 

tipologi memungkinkan pemerintah menilai 

efektivitas program antar segmen petani secara 

lebih akurat, lalu memperbaikinya secara 

berkelanjutan.  

Ketiga, kebijakan pertanian harus dirancang 

secara modular dan fleksibel agar dapat disesuaikan 

dengan kebutuhan tiap segmen petani. Misalnya, 

modul agroekologi untuk petani subsisten, modul 

digitalisasi untuk petani muda, dan modul integrasi 

rantai nilai untuk petani komersial. Dengan 

demikian, program menjadi lebih relevan, diterima, 

dan berdampak. Keempat, peran penyuluh perlu 

diperkuat sebagai jembatan segmentasi petani dan 

implementasi program. Selain itu juga harus 

dipastikan bahwa penyuluh memiliki kapasitas 

untuk mengenali tipologi petani, mengidentifikasi 

kebutuhan spesifik, dan menyampaikan program 

sesuai konteks lokal. Pelatihan penyuluh berbasis 

segmentasi perlu menjadi prioritas reformasi 

kelembagaan penyuluhan.  

Kelima, desain kebijakan pertanian harus 

memperhatikan faktor perilaku petani dan nilai 

lokal agar kebijakan lebih mudah diterima. Dalam 

arti, pemerintah perlu merancang intervensi 

dengan mempertimbangkan norma sosial, persepsi 

risiko, dan nilai-nilai lokal. Pendekatan berbasis 

perilaku dan nilai lokal ini akan meningkatkan 

tingkat adopsi dan efektivitas perubahan yang 

diharapkan. 

 
Gambar 1  Integrasi Segmentasi dalam Siklus Kebijakan 

Sumber: Modifikasi dari Jann dan Wegrich (2006) 
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Kesimpulan 

Kebijakan pertanian yang seragam tidak lagi 

relevan karena petani sangat beragam dalam 

kapasitas, perilaku, dan kebutuhan. Pendekatan 

berbasis segmentasi dan targeting memberi jalan 

bagi kebijakan yang lebih presisi, adil, dan 

berdampak nyata. Untuk itu, pemerintah perlu 

mereformasi sistem informasi petani, memperkuat 

penyuluhan, dan mendesain program modular 

sesuai tipologi. Dengan strategi ini, kebijakan 

pertanian dapat menjadi instrumen kunci dalam 

mewujudkan ketahanan pangan nasional yang 

inklusif, tangguh, dan berkelanjutan. 
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